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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum RSUD Tugurejo Kota Semarang

RSUD Tugurejo Kota Semarang juga dikenal dengan nama RSUD

Dr. Adhyatma, MPH, merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, rumah sakit ini pada masa awal berdirinya merupakan

rumah sakit khusus bagi penderita penyakit kusta, namun seiring dengan

perkembangan kebutuhan masyarakat pada tahun 1999 berkembang

menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan bagi pasien umum.

Pada tahun 2000 Pemerintah meresmikan rumah sakit kusta ini menjadi

rumah sakit umum Kelas C melalui Keputusan Menteri Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial Nomor 1810/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang

perubahan status rumah sakit khusus menjadi umum. Seiring dengan

perkembangan pelayanan kesehatan pada tahun 2008 rumah sakit ini

diresmikan menjadi rumah sakit Kelas B melalui Pergub Jawa Tengah

Nomor 95 Tahun 2008.

Rumah sakit tugurejo Kota Semarang adalah kesatuan organisasi

kesehatan yang merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan.

Memberikan pelayanan rawat jalan, IGD, rawat inap, kamar bedah, kamar

bersalin, bagian penunjang seperti laboratorium dan MRI, auditorium
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serta kantor manajemen pelayanan. RSUD Tugurejo ini terletak di jalan

Walisongo KM 8,5 Tambakaji Ngaliyan Semarang, memiliki luas

bangunan 31.069 m2. Memiliki visi dan misi berupa ramah dalam

pelayanan, tanggung jawab dalam tugas, jujur dalam bertindak serta

orientasi pelayanan prima.

2. Struktur Organisasi RSUD Tugurejo Kota Semarang

Bagan 3.1 Struktur Organisasi RSUD Tugurejo Kota Semarang
Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Sumber data : RSUD Tugurejo Semarang Tahun 2018
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3. Struktur Organisasi Tim PPKPA RSUD Tugurejo Kota Semarang

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PPKPA di RSUD
Tugurejo Kota Semarang

Perna

Sumber data : RSUD Tugurejo Semarang Tahun 2018

Berdasarkan bagan 3.1 dapat dijelaskan bahwa dengan adanya

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak

Nomor 01 Tahun 2010 tentang SPM perempuan dan anak korban

kekerasan maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
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penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi korban KDRT, maka

Gurbenur Jawa tengah melalui asisten Sekda II menunjuk RSUD

Tugurejo sebagai fasilitas kesehatan bagi korban KDRT di Kota

Semarang, maka dibentuklah koordinator PPKPA sebagai pelaksana

pelayanan kesehatan di bawah pengawasan Kepala Instalasi RSUD

Tugurejo, namun yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan

kegiatan adalah sekertariat PPKPA. Koordinator PPKPA tidak bekerja

sendiri melainkan berkoordinasi dengan koordinator penanganan medis

yang berada di RSUD Tugurejo dan dengan koordinator penanganan

sosial dan koordinator penanganan hukum yang berasal dari lembaga lain

yang tidak berada di dalam RSUD Tugurejo.

Sumber daya manusia yang ada di RSUD Tugurejo Kota Semarang

berjumlah 215 orang yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Pekerja RSUD Tugurejo Kota Semarang

No Tenaga
Kesehatan

Jumlah Tenaga Non
Kesehatan

Jumlah

1. Dokter / Dokter
Spesialis

42 orang Tenaga teknis
dan administrasi

36 orang

2. Apoteker 10 orang
3. Perawat & Bidan 85 orang Petugas

kebersihan dan
keamanan

36 orang
4. Laboratorium 6 orang

Jumlah : 143 orang Jumlah : 72 orang

Sumber data : RSUD Tugurejo Kota Semarang

4. Gambaran Korban Kasus KDRT di RSUD Tugurejo Kota Semarang

RSUD Tugurejo Kota Semarang merupakan salah satu rumah sakit

Pemerintah yang ditunjuk untuk menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi
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korban KDRT, memiliki 143 tenaga kesehatan guna memberikan

pelayanan kesehatan tersebut. Guna mengetahui angka kejadian

penanganan pasien sebagai korban KDRT di RSUD Tugurejo Kota

Semarang maka, peneliti melakukan pengumpulan data melalui tim

PPKPA RSUD Tugurejo Kota Semarang selama periode bulan Januari

2017 hingga bulan Februari 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Angka Kejadian Penanganan Pasien KDRT di RSUD
Tugurejo Kota Semarang

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

2017 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5

2018 6 6 7 8 6 8 6 8 10 - - -

Sumber data : PPKPA RSUD Tugurejo Kota Semarang

Berdasarkan data tabel 3.1 dapat diketahui bahwa angka kejadian

penanganan pasien KDRT di RSUD Tugurejo Kota Semarang meningkat

pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 jika di persentasikan

kenaikan angka kejadian rata-rata adalah 2%, menunjukkan adanya

kenaikan kasus KDRT di Kota Semarang meskipun tidak signifikan.
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5. Alur Penatalaksanaan Korban KDRT di RSUD Tugurejo

Adapun alur penatalaksanaan bagi pasien korban KDRT yang

dilaksanakan oleh PPKPA RSUD Tugurejo Kota Semarang adalah

sebagai berikut :

Sumber data : RSUD Tugurejo Tahun 2018
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Berdasarkan bagan alur penatalaksanaan pasien dapat dijelaskan

bahwa pasien datang di IGD RSUD Tugurejo, kemudian keluarga

melakukan pendaftaran, pasien diseleksi oleh tim PPKPA untuk

mengetahui apakah termasuk pada pasien korban KDRT atau tidak,

apabila pasien bukan merupakan korban KDRT maka perawatan

dilanjutkan dengan menggunakan prosedur sebagai pasien umum. Apabila

berdasarkan penilaian tim PPKPA pasien merupakan korban KDRT maka

pasien mendapatkan pelayanan gawat darurat apabila dalam keadaan

gawat darurat namun apabila tidak dalam keadaan gawat darurat maka

pasien mendapatkan pemeriksaan medis dan medikolegal, kemudian dari

pemeriksaan tersebut ditentukan apakah pasien perlu perawatan atau

tidak. Apabila pasien perlu perawatan maka ditentukan mendapatkan

pelayanan rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien.

Kemudian pasien dinilai lagi apakah perlu tindak lanjut atau tidak, apabila

perlu tindak lanjut maka diberikan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan

pasien apakah perlu konseling, bantuan kepolisian, bantuan hukum atau

bantuan lembaga sosial dan pembuatan visum et repertum.

6. Hasil Wawancara Dengan Responden di RSUD Tugurejo Kota

Semarang

Peneliti melakukan wawancara kepada lima orang pasien korban

KDRT yang datang ke RSUD Tugurejo  yaitu : responden 1 ibu Y ,

responden 2 mbak W, responden 3 ibu A, responden 4 ibu R, dan

responden 5 ibu S,  dengan hasil sebagai berikut :
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a) Pasien Korban KDRT di RSUD Tugurejo Sebagai Responden 1

Wawancara dengan Ibu Y pasien korban KDRT  oleh suami,

memiliki satu anak 32.

Saya datang ke rumah sakit diantar oleh LSM (LRC-KJHAM),

menderita luka bakar akibat di sulut rokok oleh suami saya, di rumah

sakit ini saya mendapatkan pelayanan kesehatan penyembuhan luka

dan konseling mengenai beban psikologis yang saya alami akibat

bertengkar dengan suami.

Pelayanan yang saya dapat yaitu di IGD saya mendapatkan

pemeriksaan badan termasuk pada alat kelamin saya untuk

mengetahui ada kekerasan seksual atau tidak, kemudian setiap

tindakan saya mendapatkan informasi mengenai tindakan tersebut

termasuk pada pemberian obat suntik, karena luka yang saya derita

tidak parah maka saya hanya menjalani pengobatan rawat jalan saja,

dan mendapatkan obat yang dibawa pulang.

Saya tidak mendapatkan konseling mengenai cara agar kekerasan

dalam rumah tangga tidak terulang kembali, saya hanya mendapatkan

pengobatan saja.

Saya rasa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, saya

diperiksa di ruangan tersendiri, jauh dari pasien yang lain sehingga

privasi saya terjaga, saya mendapatkan pengobatan sesuai dengan

32Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018
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keadaan yang saya alami, mendapatkan pelayanan yang ramah dan

fasilitas tersebut saya dapatkan secara cuma-cuma atau gratis.

Harapan saya adalah kegiatan pelayanan bagi korban KDRT ini

perlu ditingkatkan dan disosialisasikan, karena apabila LSM tidak

membawa saya ke rumah sakit ini, maka saya tidak tahu bahwa di

rumah sakit Tugurejo ini bisa memberikan pengobatan gratis bagi

korban KDRT seperti saya ini secara gratis.

b) Pasien Korban KDRT di RSUD Tugurejo  Sebagai Responden 2

Wawancara dengan Mbak W pasien korban KDRT dengan

kekerasan seksual oleh ayah tiri datang ke rumah sakit diantar oleh

ibunya ke RSUD Tugurejo Kota Semarang. 33

Saya dan saudara kembar saya datang ke rumah sakit ini bersama

dengan ibu saya, alasan kami dibawa ke rumah sakit ini adalah karena

kami menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tiri kami, di rumah sakit

ini pertama kali kami mendapatkan pelayanan di IGD berupa

pemeriksaan badan, pemeriksaan psikologis kami, pemeriksaan

laboratorium dan air kencing, kata dokter untuk memastikan adanya

ceceran sperma dan untuk mengetahui kami hamil atau tidak.

Kemudian kami dibantu untuk mendapatkan pendampingan dari

LSM (LRC-KJHAM) dan kemudian mendapatkan bantuan hukum

serta dihubungkan dengan pihak kepolisian, rumah sakit dan

kepolisian bekerjasama untuk kepentingan pengumpulan alat bukti

33Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018
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sehingga apa yang kami alami dapat di proses secara hukum.

Pelayanan kesehatan yang kami dapatkan adalah karena kami

mendapat penganiyayaan secara fisik berupa luka lebam akibat

pukulan benda tumpul pada badan serta kaki dan psikologis yang

cukup berat maka kami mendapatkan pelayanan rawat inap dan

pelayanan konseling oleh psikolog, namun karena keadaan psikologis

saudara kembar saya lebih parah yaitu dengan selalu melakukan

percobaan bunuh diri akibat depresi maka dia di rujuk ke rumah sakit

jiwa agar mendapatkan pelayanan yang lebih intensif.

Sejauh ini saya menilai pelayanan disini sudah cukup baik, kami

tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan saja, melainkan juga

dihubungkan dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam

pendampingan baik berupa LSM (LRC-KJHAM) maupun dari pihak

kepolisian, pelayanan kesehatan disini juga sudah cukup baik

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Harapan saya program ini terus dilaksanakan karena sangat

membantu bagi kami yang menjadi korban kekerasan yang tidak tahu

hal apa yang harus kami perbuat, ternyata di rumah sakit ini

memberikan pelayanan kesehatan yang gratis dan arahan hal-hal yang

harus kami lakukan. Saya harap bisa di sosialisasikan kepada

masyarakat karena saya pribadi tidak mengetahui program ini yang

saya rasa sangat bermanfaat.
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c) Pasien Korban KDRT di RSUD Tugurejo Sebagai Responden 3

Wawancara dengan Ibu A pasien korban KDRT dengan

kekerasan fisik dan psikologis oleh suami, memiliki dua orang anak,

melapor kepada pihak kepolisian bahwa mengalami kejadian KDRT,

kemudian pasien bersama dengan polisi datang ke RSUD Tugurejo

Kota Semarang 34.

Saya datang ke rumah sakit bersama dengan pihak kepolisian,

karena saya membuat laporan terlebih dahulu tentang kejadian yang

saya alami ke kantor polisi. Kemudian polisi mengantar saya ke

RSUD Tugurejo untuk keperluan visum atas kekerasan yang telah

dilakukan oleh suami saya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa

saya menderita luka lebam pada mata dan ada robekan di bagian

mulut.

Di rumah sakit ini saya mendapatkan pelayanan yang baik,

pelayanan yang ramah, tempat pemeriksaan yang terpisah sehingga

privasi kami terjaga, kami dibantu oleh pihak rumah sakit untuk

kepentingan pengumpulan barang bukti yang dapat digunakan untuk

persidangan berupa hasil pemeriksaan kesehatan saya.

Menurut saya program ini sangat bagus, saya harapkan kualitas

pelayanannya bisa dipertahankan.

34Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018
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d) Pasien Korban KDRT di RSUD Tugurejo Sebagai Responden 4

Wawancara dengan Ibu R pasien korban KDRT dengan kekerasan

psikologis dan penelantaran ekonomi oleh suami, memiliki satu orang

anak, datang ke RSUD Tugurejo Kota Semarang bersama dengan

tetangganya 35.

Saya datang ke rumah sakit bersama dengan tetangga saya yang

mengetahui bahwa RSUD Tugurejo dapat memberikan pelayanan

bagi korban KDRT, beliau mengetahui hal tersebut dari pengumuman

yang disampaikan oleh suster di rumah sakit. Kekerasan yang saya

alami adalah kekerasan verbal yang berpengaruh terhadap keadaan

psikologis saya, contohnya berupa ancaman dan kata-kata kasar,

seperti ancaman pembunuhan juga seringkali di ucapkan sehingga

membuat mental saya down dan mengganggu kesehatan saya, suami

juga jarang sekali memberi nafkah sehingga makan saya jadi

berantakan dan badan saya menjadi semakin kurus.

Di rumah sakit ini saya mendapatkan pelayanan yang baik,

pemeriksaan yang dilakukan adalah pertama menanyakan keluhan

saya, kemudian pemeriksaan tubuh, kemudian pemeriksaan status

psikologis saya, semua itu dilakukan di ruangan terpisah sehingga

saya merasa nyaman karena privasi saya terjaga, saya mendapatkan

pelayanan konseling dengan dokter spesialis dan mendapatkan obat

penenang, saya juga diberikan surat pengantar kepada dinas sosial

35Wawancara dilaksanakan pada tanggal12 Oktober 2018
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sehingga saya dapat didaftarkan untuk mengikuti pelatihan pembuatan

kerajinan sehingga saya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi

diri saya sendiri.

Menurut saya program ini sangat bagus, sangat membantu saya

untuk kembali bangkit dan terbebas dari jeratan kekerasan dalam

rumah tangga.

e) Pasien Korban KDRT di RSUD Tugurejo Sebagai Responden 5

Wawancara dengan Ibu S pasien korban KDRT dengan kekerasan

seksual dan psikologis oleh suami, datang  sendiri ke RSUD Tugurejo

Kota Semarang 36.

Pasien datang sendiri ke rumah sakit, mengeluh mengalami

kekerasan seksual berupa pemaksaan berhubungan intim oleh

suaminya. Pasien melakukan hubungan intim disertai dengan

kekerasan sehingga mengakibatkan robekan pada dinding vagina dan

menyebabkan perdarahan. Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien

adalah : menanyakan keluhannya, melakukan pemeriksaan fisik,

melakukan pemeriksaan genetalia, melakukan pengobatan untuk

menghentikan perdarahan pada vagina berupa jahitan, pemberian

antibiotik dan anti nyeri, melakukan pemeriksaan status psikologis.

Setelah mendapatkan pengobatan saya diberikan konseling oleh

dokter spesialis karena saya mengalami depresi akibat ancaman yang

diberikan oleh suami saya berupa ancaman pengaiayaan maupun

36Wawancara dilaksanakan pada tanggal12 Oktober 2018
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ancaman pembunuhan sehingga membuat saya trauma. RSUD

Tugurejo juga menghubungkan saya dengan lembaga SERUNI

sehingga saya diberikan perlindungan di rumah aman (shelter) hingga

keadaan saya baik.

Saya rasa pelayanan yang diberikan cukup bagus dan

terkoordinir, saya harap pelayanannya dapat lebih ditingkatkan lagi.

7. Hasil Wawancara Dengan Narasumber di RSUD Tugurejo Kota

Semarang

Wawancara dilakukan kepada empat orang narasumber yaitu : ketua tim

PPKPA, dokter tim PPKPA, bidan tim PPKPA dan perawat tim PPKPA,

dengan hasil sebagai berikut :

a) Ketua Tim PPKPA RSUD Tugurejo sebagai Narasumber 1

Wawancara dengan Ibu R Ketua tim PPKPA RSUD Tugurejo

Kota Semarang 37.

RSUD Tugurejo merupakan rumah sakit milik Pemerintah yang

awalnya merupakan rumah sakit khusus bagi penderita kusta. Rumah

sakit ini berdiri menggunakan dasar Keputusan Menteri Kesehatan

dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1810/Menkes-Kesos/SK/XII/2000

tentang perubahan status rumah sakit khusus menjadi umum dan

merupakan rumah sakit umum tipe C, seiring dengan meningkatnya

kebutuhan masyarakat akan kesehatan, RSUD Tugurejo berkembang

menjadi rumah sakit tipe C pada tahun 2008 menggunakan dasar

37Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018
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hukum Pergub Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2008. Menyediakan

pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat

darurat, laboratorium dan instalasi lain sebagai penunjang kesehatan

masyarakat.

Ya, RSUD Tugurejo memiliki program yang bernama PPKPA,

dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15

Tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak

dan Perempuan Provinsi

Jawa Tengah, PPKPA sendiri merupakan kepanjangan tangan

dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak dan Perempuan

(P2TP2A), merupakan bagian dari pemberi pelayanan kesehatan bagi

korban kekerasan pada perempuan dan anak yang diberikan dengan

tujuan membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus

tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa pelayanan bagi korban

tindak kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan secara sistemik

sehingga PPKPA ini tidak berdiri sendiri, adapun sistem pelayanan

terpadu bagi korban KDRT antara lain meliputi : pelayanan

pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan penegak hukum melalui

UPPA, kejaksaan dan pengadilan, pelayanan bantuan hukum oleh

advokad atau LSM, pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan

pemulangan dan reintegritas sosial. RSUD Tugurejo memberikan

pelayanan berupa pelayanan kesehatan baik berupa pelayanan
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kesehatan di rawat jalan maupun rawat inap, memberikan pelayanan

sesuai dengan kebutuhan pasien, dimana pasien tersebut

membutuhkan apakah pasien membutuhkan pelayanan medis,

assasment psikologis, pelayanan kesehatan reproduksi atau pelayanan

kebidanan, semua diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut.

Ya, ada tindak lanjut bagi penanganan korban KDRT, namun

yang dilaksanakan oleh RSUD Tugurejo hanya terbatas pada

pelayanan medis saja, jika pelayanan kesehatan yang  diberikan sudah

sesuai dengan kebutuhan pasien maka tanggung jawab pelayanan

kami sudah selesai.

Terdapat beberapa kebijakan internal rumah sakit berkaitan

dengan pelayanan bagi korban KDRT diantaranya SK Direktur RSUD

Tugurejo Nomor 218/SK/RSUDT/XI/2010 Tentang Pemberlakuan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2010 sebagai

dasar dibentuknya tim PPKPA di RSUD Tugurejo Kota Semarang,

kemudian adanya Standar Prosedur Operasional berkaitan dengan

pelayanan kesehatan bagi korban KDRT diantaranya :

Standar Prosedur Operasional pemeriksaan fisik korban KDRT,

Standar Prosedur Operasional pemeriksaan status mental korban

KDRT, Standar Prosedur Operasional pemeriksaan penunjang bagi

korban KDRT, Standar Prosedur Operasional pemberian konseling

bagi korban, Standar Prosedur Operasional pembuatan visum et

repertum, Standar Prosedur Operasional rujukan bagi korban,
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pencatatan dan pelaporan kegiatan dengan dasar SK Direktur RSUD

Tugurejo Nomor 218/SK/RSUDT/VII/2010 Tentang Pencatatan dan

Pelaporan Penatalaksanaan Korban KDRT Pasien RSUD Tugurejo

Kota Semarang.

Kendala yang kami temui untuk pelayanan kesehatan bagi korban

di rumah sakit tidak ada, namun dengan begini sifat pelayanan kami

adalah pasif dan bersifat menunggu adanya rujukan korban atau

korban yang datang sendiri ke rumah sakit. Kendala terbatasanya

sarana dan prasarana mobilitas operasional guna melakukan

kunjungan rumah bagi korban, ataupun memenuhi permintaan

undangan penyuluhan KDRT oleh pabrik-pabrik atau PKK.

b) Dokter Tim PPKPA RSUD Tugurejo sebagai Narasumber 2

Wawancara dengan Ibu S dokter tim PPKPA RSUD Tugurejo

Kota Semarang 38.

RSUD Tugurejo Kota Semarang memberikan pelayanan bagi

korban KDRT baik berupa rawat inap dan rawat jalan, disesuaikan

dengan kebutuhan pasien tersebut. Apabila korban tersebut

membutuhkan pelayanan rawat inap seperti contohnya mendapatkan

kekerasan hingga patah tulang, mendapatkan kekerasan hingga

perdarahan hebat di kepala, maka rumah sakit juga akan memberikan

pelayanan tersebut secara gratis. Sumber dana pelayanan bagi korban

38Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018
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KDRT berasal dari dana APBD, korban yang membutuhkan

pelayanan rawat inap mendapatkan pelayanan kesehatan kelas I.

Kebijakan mengenai pelayanan di bangsal tidak ada kebijakan

khusus di rumah sakit, standar pelayanan yang digunakan hampir

sama dengan standar pelayanan pada umumnya namun yang

membedakan adalah inform consent wajib diberikan pada setiap

tindakan yang akan dilakukan, melaksanakan Standar Prosedur

Operasional keselamatan pasien dan membuat visum et reperetum

apabila diminta oleh kepolisian.

Langkah pelayanan kesehatan yang kami lakukan di bangsal

tentunya merupakan rangkaian dari pelayanan di IGD, langkah

pelayanan tersebut dimulai dari pelaksanaan anamnesis untuk

mendapatkan informasi kesehatan pasien, kemudian pemeriksaan

fisik, kemudian pemeriksaan penunjang apabila dibutuhkan,

pemeriksaan status pasien, kemudian menegakkan diagnosa dan

menentukan kebutuhan pasien. Pasien yang dirawat di bangsal akan

mendapatkan pelayanan bukan hanya dari dokter umum melainkan

juga mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis sesuai dengan

kebutuhan pasien.

Gambaran pelaksanaan pelayanan adalah pasien datang ke RSUD

Tugurejo bisa datang sendiri, diantar oleh kepolisian, LSM, atau SPT

(Sistem Pelayanan Terpadu), jika pasien datang sendiri maka kami

sarankan untuk mendapatkan pendampingan dari LSM atau kepolisian
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setelah itu kami melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan operasional berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan status

mental korban KDRT, pemeriksaan penunjang bagi korban KDRT,

pemberian konseling bagi korban, pembuatan rekam medis, Standar

Prosedur Operasional pembuatan visum et repertum atas dasar

permintaan dari kepolisian, melaksanakan  rujukan bagi korban,

pencatatan dan pelaporan kegiatan.

c) Bidan Tim PPKPA RSUD Tugurejo sebagai Narasumber 3

Wawancara dengan Ibu D bidan tim PPKPA RSUD Tugurejo

Kota Semarang 39.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban KDRT yang

sedang mengandung dan melahirkan adalah pelayanan kesehatan

obstetri ginekologi, fasilitas pelayanan yang didapatkan adalah

pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien penyembuhan keadaan

fisik dan psikologis pasien serta tambahan pelayanan antenatal

(pemeriksaan kehamilan) hingga persalinan yang semuanya dibiayai

oleh Pemerintah.

Gambaran pelaksanaannya adalah pasien datang sendiri, atau

bersama LSM, kepolisian atau SPT, kemudian di identifikasi di IGD

untuk melihat kebutuhan korban,melalui anamnesis, pemeriksaan

fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan status mental pasien,

menentukan keputusan perlu dirawat atau tidak, kemudian di rujuk ke

39Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018
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bagian obstetri dan ginekologi, pasien mendapatkan pelayanan oleh

dokter spesialis kandungan, layanan pemeriksaan kehamilan dan

pelayanan persalinan sesuai dengan kondisi pasien bisa berupa

persalinan normal ataupun sectio caesarea , kemudian informed

consent beserta adanya pencatatan dan pelaporan.

d) Perawat Tim PPKPA RSUD Tugurejo sebagai Narasumber 4

Wawancara dengan Bapak S perawat tim PPKPA RSUD

Tugurejo Kota Semarang 40.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban KDRT

dengan gangguan psikis diberikan oleh dokter spesialis jiwa di rumah

sakit ini, namun dokter tersebut tidak datang ke rumah sakit setiap

hari, hanya seminggu sekali sehingga jika korban sudah mengalami

depresi yang mengarah pada gangguan jiwa kami rujuk ke RSJD

Amino Gondohutomo Kota Semarang yang juga merupakan jaringan

PPKPA tingkat Provinsi.

Gambaran pelaksanaan pasien dengan gangguan psikis secara

umum, pada awalnya diterima oleh IGD kemudian dilaksanakan

pemeriksaan status mental apabila tidak memerlukan rawat inap maka

akan di rujuk ke pelayanan rawat jalan psikiater namun apabila

memerlukan pelayanan rawat inap maka akan di rujuk ke bangsal.

40Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018
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B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Korban

KDRT

a. Peran Tenaga Kesehatan Pada Penanganan Korban KDRT di RSUD

Tugurejo Kota Semarang

Peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang

yang memiliki status, sehingga dapat diartikan bahwa peran merupakan

kegiatan yang bermanfaat untuk mempelajari interaksi individu sebagai

pelaku (actor) dan mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai

dengan perannya masing-masing.41

Berdasarkan teori Potter dan Perry disebutkan bahwa tenaga

kesehatan memiliki beberapa tugas utama antara lain : pemberi pelayanan,

komunikator, fasilitator, motivator dan konselor.42 Pada penelitian ini

dapat diketahui bahwa peranan yang telah dilaksanakan oleh tenaga

kesehatan di RSUD Tugurejo Kota Semarang adalah:

a. Sebagai pemberi pelayanan diwujudkan dengan adanya pelayanan

kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan bagi korban KDRT.

b. Sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan

bagi korban KDRT melalui program pelayanan rumah sakit yang

diberikan bagi korban KDRT

c. Sebagai konselor bagi korban KDRT yang mengalami gangguan

psikologis.

41Muhazam, Op.cit, hal : 44
42A.Potter & Perry, Op.cit, hal : 45
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Secara umum pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan hasil penelitian

dapat diketahui bahwa kegiatan promotif dan preventif berupa penyebaran

informasi tidak dilakukan oleh rumah sakit. Rumah sakit tersebut hanya

dapat melayani pemulihan fisik bagi korban KDRT dibuktikan dengan

tidak adanya alat peraga dan edukasi serta poster dan brosur terkait

pelayanan korban KDRT di rumah sakit.

Peran tenaga kesehatan tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang

diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Tenaga kesehatan harus memenuhi kode

etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, dan standar

prosedur operasional”. Ketentuan serupa juga terdapat pada Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1) huruf a yang berbunyi

“Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur

operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima

pelayanan kesehatan”.

Kemudian kewajiban secara spesifik pada penatalaksanaan korban

KDRT diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar
profesinya

(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib
memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
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Hak pengguna pelayanan kesehatan tersebut, dalam penelitian ini

adalah korban KDRT di jamin oleh Negara melalui Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak Dari Tindak Kekerasan. Terdapat pada Pasal 5 berbunyi “Perempuan

dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak pemulihan”. Adapun

yang dimaksud dengan pemulihan terdapat pada Pasal 18 berbunyi :

Upaya pemulihan meliputi :
a. Memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan.
b. Memberikan pelayanan medicolegal
d. Memberikan pelayanan kesehatan di rumah aman (shelter)
e. Memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial.

Standar prosedur pelaksanaan pemulihan korban KDRT diatur oleh

Negara melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pada Bab III Pemantauan Standar Pelayanan Minimal bagi

penatalaksanaan korban KDRT dengan adanya instrumen pelayanan

kesehatan yang meliputi :

i. Penyediaan tenaga terlatih pelayanan bagi korban kekerasan dan

tenaga terpapar (melalui orientasi / sosialisasi)

ii. Sarana pelayanan ruangan tersendiri

iii. Adanya alat peraga dan edukasi serta poster dan brosur terkait

pelayanan korban KDRT di rumah sakit

iv. Informed consent

v. Standar Prosedur Operasional pemeriksaan fisik, Standar Prosedur

Operasional pemeriksaan status mental, Standar Prosedur

Operasional pemeriksaan penunjang, Standar Prosedur Operasional
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pengobatan, Standar Prosedur Operasional konseling, Standar

Prosedur Operasional kunjungan rumah

vi. Standar Prosedur Operasional visum et repertum adalah keterangan

tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan medik

dan visum et psikiatrikum adalah keterangan tertulis yang dibuat

oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan psikologis.

vii. Pencatatan dan pelaporan

viii. Standar Prosedur Operasional rujukan pasien

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tenaga

kesehatan, khususnya yang telah menjadi bagian dari tim PPKPA telah

mendapatkan pelatihan penatalaksanaan korban KDRT pada tahun 2002

dari Pemerintah Provinsi, kemudian juga diadakan sosialisasi oleh tenaga

kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan kepada tenaga kesehatan yang

belum mengikuti pelatihan. Terkait dengan pelaksanaan peran tenaga

kesehatan dalam penanganan korban KDRT didapatkan hasil sebagai

berikut :

1) Sarana pelayanan bagi korban KDRT sudah disediakan ruangan

tersendiri oleh rumah sakit, hal tersebut sudah sesuai dengan

ketentuan yang mengaturnya.

2) RSUD Tugurejo Kota Semarang tidak memiliki alat peraga, poster

dan brosur terkait dengan informasi pelayanan korban KDRT di

rumah sakit.

3) RSUD Tugurejo Kota Semarang telah melaksanakan informed

consent pada setiap tindakan yang dilakukan pada korban KDRT,

ditunjukkan dari hasil wawancara kepada lima orang pasien KDRT
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di rumah sakit tersebut sudah mendapatkan informasi mengenai

tindakan seperti pemasangan infus, pemberian obat suntik,

penjahitan pada luka terbuka, serta telah memberikan persetujuan

tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

4) Dari hasil pengamatan peneliti didapatkan dokumentasi standar

prosedur operasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

berupa :

i. Standar Prosedur Operasional pemeriksaan fisik dengan nomor
dokumen 313/SOP/RSUDT/2010 Tentang Protap Pemeriksaan
Fisik

ii. Standar Prosedur Operasional pemeriksaan penunjang dengan
nomor dokumen 314/SOP/RSUDT/2010 Tentang Protap
Pemeriksaan Penunjang Diagnosa

iii.Standar Prosedur Operasional pemeriksaan status mental dengan
nomor dokumen 315/SOP/RSUDT/2010 Tentang Kesehatan Jiwa

iv. Standar Prosedur Operasional informed consent dengan nomor
dokumen 333/SOP/RSUDT/2011 Tentang Informed Consent

v. Standar Prosedur Operasional konseling dengan nomor dokumen
312/SOP/RSUDT/IRJA/2011 Tentang Pedoman Konseling Korban
KDRT

vi. Standar Prosedur Operasional pembuatan rekam medis dengan
nomor 318/SOP/RSUDT/2010 Tentang Penyusunan dan
Pembuatan Dokumen Rekam Medis

vii. RSUD Tugurejo Kota Semarang tidak melayani pelayanan home
visit (kunjungan rumah).

viii. Standar Prosedur Operasional rujukan dengan nomor dokumen
401/SOP/RSUDT/2010 Tentang Rujukan

ix. Standar Prosedur Operasional visum et repertum dengan nomor
dokumen 405/SOP/RSUDT/2010 Tentang SOP Visum Et Repertum

x. Standar Prosedur Operasional visum et psikiatrium dengan nomor
dokumen 406/SOP/RSUDT/2010 Tentang SOP Visum Et
Psikiatrium.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis peran yang

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di RSUD Tugurejo Kota Semarang

bisa dikatakan jenis peran yang dilakukan adalah peran fakultatif. Adapun
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arti dari peran fakultatif adalah norma-norma yang mencerminkan

bagaimana orang-orang dalam suatu keadaan tertentu seharusnya

bertindak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tenaga

kesehatan melaksanakan perannya dalam penanganan korban KDRT

menggunakan dasar norma-norma tertentu yang mengatur bagaimana

tenaga kesehatan tersebut harus bertindak dalam penanganan korban

KDRT seperti yang telah diuraikan di atas.

b. Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Korban KDRT di RSUD

Tugurejo Kota Semarang

Pelaksanaan penanganan korban KDRT di RSUD Tugurejo

menggunakan dasar diagram alur penatalaksanaan korban KDRT dengan

tahapan kegiatan sebagai berikut :

1) Penerimaan Pasien

Prosedur penerimaan pasien korban KDRT menggunakan dasar

peraturan internal rumah sakit dengan nomor dokumen

311/SOP/RSUDT/2010 Tentang Alur Penerimaan Pasien KDRT,

ketentuan ini memiliki tujuan agar pasien memiliki dokumen rekam

medis untuk mencatat riwayat pemeriksaannya. Adapun prosedur dari

penerimaan pasien menurut ketentuan tersebut adalah :

a) Pasien KDRT/keluarga/pendamping pasien melapor ke loket
pendaftaran pasien.

b) Pasien dimasukkan di ruang pelayanan IGD khusus bagi
penderita kekerasan dalam rumah tangga.

c) Petugas menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk
pelayanan kesehatan.

d) Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan untuk
memutuskan pasien merupakan korban KDRT atau bukan.
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari hasil wawancara

didapatkan informasi dari lima orang pasien KDRT yang ditangani

oleh RSUD Tugurejo Kota Semarang menyatakan bahwa pasien ada

yang datang sendiri, dan diantar oleh LSM dan pihak kepolisian.

Semua pasien telah melewati prosedural yang ditetapkan oleh RSUD

Tugurejo Kota Semarang, dari hasil penelitian ditemukan bahwa tim

PPKPA telah menentukan pasien sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan oleh rumah sakit yaitu : kesakitan yang ditimbulkan akibat

dari perlakuan yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan bahkan

cacat dalam lingkup rumah tangga. Dari hasil penelitian, dapat

diketahui dari responden yang di wawancara bahwa lima orang pasien

yang dirawat di RSUD Tugurejo Kota Semarang mengalami

perlakuan kekerasan seksual, fisik dan psikologis dari suaminya

sehingga masuk pada kriteria tersebut.

2) Pemeriksaan Medis dan Medicolegal

Pemeriksaan medis dan medicolegal merupakan hak dari korban

KDRT yang dijamin oleh Negara, hal tersebut tertuang pada Pasal 4

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT yang

didalamnya menyebutkan korban KDRT berhak mendapatkan

pemulihan melalui pelayanan kesehatan. Adapun jenis pemulihan bagi

korban KDRT diatur pada Pasal 18 Perda Kota Semarang Nomor 5

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak
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Kekerasan. yang didalamnya menyebutkan bahwa korban KDRT

berhak mendapatkan pelayanan upaya pemulihan berupa pemulihan

fisik, pemulihan psikologis dan pelayanan medicolegal.

Pelayanan pemulihan fisik dilaksanakan dengan rangkaian

kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik memiliki tujuan menilai status

kesehatan korban KDRT serta mengidentifikasi pemeriksaan

penunjang yang perlu dilakukan guna menegakkan diagnosa.

RSUD Tugurejo melaksanakan pemeriksaan fisik dengan

menggunakan dasar Standar Prosedur Operasional nomor

313/SOP/RSUDT/2010 Tentang Protap Pemeriksaan Fisik

dengan prosedur sebagai berikut :

i. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV) meliputi :
a.  Suhu tubuh
b. Denyut nadi
c. Pernafasan
d. Tekanan darah.

ii. Pemeriksaan kepala dengan urutan inspeksi43, palpasi44.
iii.Pemeriksaan tubuh dengan urutan inspeksi, palpasi, perkusi

dan auskultasi45.
iv. Pemeriksaan genetalia melalui inspeksi
v. Pemeriksaan kaki dengan urutan inspeksi, palpasi dan

perkusi46.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada

standar prosedur pelayanan pemeriksaan fisik bagi korban

43Inspeksi disebut melihat
44Palpasi disebut meraba
45Auskultasi disebut mendengar
46Perkusi disebut dengan mengetuk
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KDRT yang dimiliki oleh RSUD Tugurejo Kota Semarang

belum memasukkan pemeriksaan skala nyeri, rasa nyeri timbul

akibat adanya perlukaan akibat benda tajam maupun benda

tumpul yang memberikan dampak tidak nyaman bagi pasien

hingga mengganggu kemampuan mobilisasi pasien. Menurut

Dr Frank Brennan Kalvari Hospital di Kogarahan Australia

mengemukakan mengenai argumen medis, hukum dan etika

untuk mengubah akses untuk manajemen nyeri menjadi hak

asasi manusia global. Karena rasa sakit merupakan masalah

Internasional maka WHO sebagai badan kesehatan tertinggi

menjadi ujung tombak upaya ke arah deregulasi ketersediaan

obat medis untuk mengurangi rasa sakit yang terjangkau bagi

Negara miskin dan mendeklarasikan tahun Internasional

Manajemen Sakit serta menciptakan satu organisasi pemersatu

semua aspek kewajiban pemerintah di bidang pengendalian

rasa sakit, karena bebas dari rasa sakit merupakan hak asasi

manusia.47

Terkait dengan peran tenaga kesehatan sebagai pelaksana

pelayanan bagi korban KDRT, berdasarkan hasli penelitian

diketahui bahwa tenaga kesehatan yang bertugas di IGD

RSUD Tugurejo Kota Semarang telah melaksanakan

47News Medical Life Sciences, 2007, Manajemen Nyeri adalah Hak Asasi Manusia yang
Fundamental, dapat diakses melalui : https://www.news-
medical.net/news/2007/06/27/3/Indonesian.aspx, diakes pada tanggal 25 Oktober 2018
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pemeriksaan fisik kepada kelima orang responden pasien

KDRT sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang merupakan rangkaian setelah

pemeriksaan fisik, memiliki tujuan sebagai acuan penerapan

penentuan diagnosa. RSUD Tugurejo melaksanakan

pemeriksaan penunjang menggunakan dasar Standar Prosedur

Operasional nomor 314/SOP/RSUDT/2010 Tentang Protap

Pemeriksaan Penunjang Diagnosa.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tidak

semua pasien korban KDRT mendapatkan pemeriksaan

penunjang, dari wawancara didapatkan hanya satu orang yang

mendapatkan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan urin

untuk mengetahui kehamilan. Sehingga dapat diketahui bahwa

tidak semua pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa

tenaga kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan penunjang

kepada pasien korban KDRT sesuai dengan kebutuhan pasien

berupa pemeriksaan laboratorium, rontgen hingga MRI untuk

membantu menegakkan diagnosa.

c) Pemeriksaan Status Mental

Pemeriksaan status mental pada pasien korban memiliki

tujuan menilai status kesehatan mental korban KDRT. RSUD
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Tugurejo Kota Semarang melaksanakan pemeriksaan status

mental dengan menggunakan Standar Prosedur Operasional

nomor 315/SOP/RSUDT/2010 Tentang Kesehatan Jiwa,

dengan prosedur sebagai berikut :

i. Pemeriksaan aktivitas psikomotor melalui perilaku
ii. Pemeriksaan tingkat emosi pasien
iii.Pemeriksaan cara bicara
iv. Pemeriksaan persepsi dan pikiran

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor

01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan

Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,

disebutkan bahwa pemeriksaan status mental diselenggarakan

berdasarkan pedoman pemeriksaan dan penatalaksanaan

dampak psikis kekerasan terhadap perempuan, namun RSUD

Tugurejo tidak menggunakan pedoman pemeriksaan yang

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara tersebut.

d) Pemberian Informed Consent

Pemberian informed consent merupakan pemberian

informasi atas setiap tindakan yang dilaksanakan kepada

pasien dan harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau

dari keluarga pasien. Perbedaan pemberian informed consent

yang diberikan kepada korban KDRT berbeda dengan

informed consent yang dilakukan kepada pasien biasa adalah

setiap tindakan apapun perlu diberikan informed consent
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dengan tujuan sebagai dokumentasi atas persetujuan setiap

tindakan yang diberikan oleh korban sehingga dapat dipakai

sebagai bukti kekuatan hukum.

Dasar pelaksanaan pemberian informed consent di

RSUD Tugurejo adalah Standar Prosedur Operasional

informed consent dengan nomor dokumen

333/SOP/RSUDT/2011 Tentang Informed Consent, dengan

prosedur sebagai berikut :

i. Bila diperlukan suatu tindakan medis maka dokter harus
memberikan informasi selengkap-lengkapnya.

ii. Saat memberikan penjelasan dokter harus menjelaskan
mengenai : diagnosis penyakit, manfaat tindakan medis yang
dilakukan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,
konsekuensi apabila tidak dilakukan tindakan tersebut,
kemungkinan keberhasilan atau tidak keberhasilan tindakan
medis tersebut.

iii. Bila pasien menolak dilakukan tindakan medis setelah diberi
penjelasan yang cukup, maka pasien harus menandatangani
surat penolakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa

lima pasien korban KDRT telah mendapatkan informasi

mengenai tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat

diketahui bahwa tenaga kesehatan di RSUD Tugurejo Kota

Semarang telah melaksanakan informed consent kepada pasien

korban KDRT, contohnya adalah pada tindakan pemasangan

infus, tindakan jahitan pada luka terbuka, dan pemberian obat

yang memberikan efek samping yang cukup beresiko.
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e) Konseling

Konseling merupakan kegiatan pelayanan kesehatan

yang bersifat pencegahan, di RSUD Tugurejo Kota Semarang

sangat jarang dilaksanakan konseling bagi masyarakat maupun

pasien mengenai informasi pelayanan korban KDRT, yang

dilakukan biasanya hanyalah sekedar konsultasi dan tanya

jawab yang dilakukan antara dokter dengan korban KDRT

yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Pada ketentuan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor

01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan

Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

disebutkan bahwa rumah sakit harus memberikan konseling

sesuai dengan buku pedoman konseling kekerasan terhadap

perempuan dan anak di rumah sakit, berdasarkan hasil

wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tidak

ditemukan adanya buku pedoman konseling tersebut dan

kegiatan konseling tidak dilaksanakan secara sistematis.

f) Pembuatan Rekam Medis

Pembuatan rekam medis merupakan pendokumentasian

atas status kesehatan pasien yang meliputi hasil pemeriksaan

fisik, hasil pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan status

mental,diagnosa serta terapi yang diberikan kepada pasien.
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Rekam medis merupakan salah satu bukti otentik yang dapat

dijadikan dasar hukum penilaian suatu tindakan medis yang

dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak.

Pembuatan rekam medis pasien di RSUD Tugurejo Kota

Semarang menggunakan dasar Standar Prosedur Operasional

pembuatan rekam medis dengan nomor

318/SOP/RSUDT/2010 Tentang Penyusunan dan Pembuatan

Dokumen Rekam Medis dengan prosedur sebagai berikut :

i. Direktur RS merencanakan, menyusun dan merevisi form
pengelolaan rekam medis rumah sakit.

ii. Tenaga kesehatan mengisi form rekam medis sesuai dengan
pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan.

iii.Penyimpanan rekam medis untuk berbagai keperluan,
perlindungan arsip-arsip terhadap kerahasiaan isi rekam
medis, dan perlindungan terhadap kerusakan fisik, kimiawi
dan biologi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan yang

dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tenaga

kesehatan telah melaksanakan pembuatan rekam medis pada

tiap pasien yang ditangani termasuk pada korban KDRT dan

terdapat bukti lembaran hasil catatan rekam medis pasien.

g) Rujukan

Pelayanan rujukan tidak hanya bersifat eksternal namun

juga terdapat rujukan internal rumah sakit yaitu rujukan ke

antar bagian di rumah sakit. RSUD Tugurejo Kota Semarang

juga melaksanakan rujukan baik bersifat internal maupun

eksternal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa
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pasien korban KDRT juga menjalankan proses rujukan seperti

rujukan ke instalasi rawat inap bahkan rujukan eksternal ke

RSJD Amino Gondohutomo Kota Semarang untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari jejaring fasilitas

kesehatan yang lebih kompeten sesuai dengan kewenangannya.

Rumah sakit memiliki peraturan internal yang mengatur

pelaksanaan rujukan tersebut terdapat pada nomor dokumen

401/SOP/RSUDT/2010 Tentang Rujukan

Kemudian hak pasien korban KDRT selanjutnya adalah

mendapatkan pelayanan medicolegal, adapun pelaksanaannya

melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a) Visum et repertum

Visum et repertum merupakan surat keterangan hasil

pemeriksaan fisik untuk membuktikan adanya KDRT yang

menimbulkan kesakitan secara fisik yang menimpa seseorang.

Rumah sakit dapat mengeluarkan visum et repertum apabila

ada permintaan dari pihak kepolisian. Adapun peraturan

internal rumah sakit Tugurejo dalam pelaksanaan visum

terdapat pada nomor dokumen 405/SOP/RSUDT/2010

Tentang SOP Visum Et Repertum.

b) Visum et psikiatrium

Visum et psikiatrium merupakan surat keterangan hasil

pemeriksaan mental untuk membuktikan adanya KDRT yang
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menimbulkan kesakitan secara psikologis yang menimpa

seseorang. Rumah sakit dapat mengeluarkan visum et

psikiatrium apabila ada permintaan dari pihak kepolisian.

Adapun peraturan internal rumah sakit Tugurejo dalam

pelaksanaan visum et psikiatrium terdapat pada nomor

dokumen 406/SOP/RSUDT/2010 Tentang Standar Prosedur

Operasional Visum Et Psikiatrium.

Berdasarkan uraian pelaksanaan peran tenaga kesehatan dalam

penanganan korban KDRT di RSUD Tugurejo Kota Semarang dapat

disimpulkan bahwa :

a. Pelayanan kesehatan preventif yang dilakukan berupa pemberian

konseling mengenai pencegahan tindak KDRT dan informasi

bahwa RSUD Tugurejo Kota Semarang melayani pelayanan

kesehatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Pelayanan kesehatan kuratif yang diberikan oleh RSUD Tugurejo

Kota Semarang berupa pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

c. Pelayanan kesehatan rehabilitatif yang diberikan berupa upaya

pemulihan berupa pengembalian korban KDRT kepada

lingkungan sosialnya.
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2. Pengaturan Tentang Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan

Korban KDRT

a. Bentuk Pengaturan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan

KDRT

Bentuk pengaturan mengenai peran tenaga kesehatan dalam

penanganan korban KDRT dituangkan dalam berbagai ketentuan

hukum yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan peran

tenaga kesehatan dalam penanganan korban KDRT. Bentuk

pengaturan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang

diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

Tentang Tenaga Kesehatan. Adapun bentuk pengaturannya dapat

diuraikan sebagai berikut :

1) Bentuk Pengaturan Secara Umum

Dalam menyelenggarakan peran tenaga kesehatan dalam

kegiatan penanganan korban KDRT mengacu pada :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT

Pada ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa

“Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh

instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”. Kegiatan

pemulihan tersebut dijelaskan pada Pasal 4 huruf a yang
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menyebutkan salah satu kegiatan pemulihan adalah “pelayanan

kesehatan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah wajib

menunjuk rumah sakit umum daerah sebagai fasilitas kesehatan

milik pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi

korban KDRT. Pemerintah Daerah Jawa Tengah Khususnya

Kota Semarang telah menunjuk RSUD Tugurejo Kota Semarang

sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang dapat melayani

korban KDRT tingkat Kota.

RSUD Tugurejo Kota Semarang telah menyelenggarakan

pemulihan terhadap korban KDRT dalam bentuk pelayanan

kesehatan, diwujudkan dengan adanya tim PPKPA ( Pelayanan

Penanganan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)

memberikan fasilitas pelayanan rawat jalan, rawat inap, layanan

medicolegal, dan layanan psikologi.

b) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan.

Pada Bab III Pemantauan Standar Pelayanan Minimal bagi

penatalaksanaan korban KDRT dengan adanya instrumen

pelayanan kesehatan yang meliputi :
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i. Penyediaan tenaga terlatih pelayanan bagi korban kekerasan

dan tenaga terpapar (melalui orientasi / sosialisasi)

ii. Sarana pelayanan ruangan tersendiri

iii.Adanya alat peraga dan edukasi serta poster dan brosur

terkait pelayanan korban KDRT di rumah sakit

iv. Informed consent

v. Standar Prosedur Operasional pemeriksaan fisik, Standar

Prosedur Operasional pemeriksaan status mental, Standar

Prosedur Operasional pemeriksaan penunjang, Standar

Prosedur Operasional pengobatan, Standar Prosedur

Operasional konseling, Standar Prosedur Operasional

kunjungan rumah

vi. Standar Prosedur Operasional visum et repertum dan visum et

psikiatrikum.

vii. Pencatatan dan pelaporan

viii. Standar Prosedur Operasional rujukan pasien

Berdasarkan ketentuan tersebut rumah sakit yang ditunjuk

oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi

standar pelayanan bagi penatalaksanaan korban KDRT dengan

tujuan mengatur perilaku tenaga kesehatan agar melaksanakan

pelayanan sesuai dengan standar sehingga tujuan pemberian

perlindungan bagi korban KDRT tercapai.
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Upaya yang dilakukan oleh RSUD Tugurejo Kota

Semarang adalah dengan menyediakan tenaga kesehatan yang

terlatih. Tenaga kesehatan yang ditunjuk menjadi tim PPKPA

terdiri dari dokter spesialis, psikiater, dokter umum, perawat dan

bidan mengikuti pelatihan penatalaksanaan korban KDRT pada

tahun 2012 diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah, karena jumlah yang boleh mengikuti pelatihan terbatas,

kemudian bagi anggota yang lain diberikan sosialisasi/orientasi

dari tenaga kesehatan yang telah melaksanakan pelatihan.

Kemudian di RSUD Tugurejo Kota Semarang tidak

ditemukan poster atau brosur mengenai pelayanan korban

KDRT di rumah sakit, padahal poster dan brosur merupakan

media informasi bagi pasien yang berkunjung di RSUD

Tugurejo sehingga diharapkan dapat membagi informasi kepada

lingkungan di sekitarnya. Tidak adanya brosur dan poster

tersebut tidak sejalan dengan kualifikasi standar pelayanan

minimal bagi penatalaksanaan korban KDRT yang diatur pada

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010.

Peraturan internal rumah sakit yang mengatur standar

operasional pemulihan fisik meliputi :

i. Peraturan internal rumah sakit pelayanan rawat jalan

ii. Peraturan internal rumah sakit pelayanan rawat inap



93

iii.Peraturan internal rumah sakit layanan medicolegal

(pembuatan visum et repertum, resume medis, informed

consent),

iv. Peraturan internal rumah sakit layanan psikologi.

Kemudian pada Pasal 14 disebutkan bahwa “Monitoring

dan pelaporan meliputi pendokumentasian dan pelaporan kasus

KDRT”. Berdasarkan ketentuan tersebut rumah sakit yang telah

ditunjuk oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

melaksanakan monitoring serta membuat pelaporan kasus dan

pendokumentasian pelaksanaan pelayanan kesehatan korban

KDRT.

RSUD Tugurejo telah melaksanakan monitoring dengan

mengadakan rapat rutin bulanan sebagai bentuk evaluasi kinerja

tim PPKPA yang dilaksanakan berdasarkan laporan kegiatan

yang dikumpulkan setiap bulannya. Pendokumentasian

dilaksanakan setiap pelaksanaan pelayanan dengan format

dokumentasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

c) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Pada ketentuan Pasal 18 huruf a,b,d,e yang berbunyi :

Upaya pemulihan meliputi :
c. Memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan

kesehatan.
d. Memberikan pelayanan medicolegal
f. Memberikan pelayanan kesehatan di rumah aman (shelter)
g. Memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial.
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Dengan adanya ketentuan tersebut maka rumah sakit yang

telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

menyelenggarakan kegiatan upaya pemulihan korban KDRT

sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu dengan memberikan

pemulihan fisik, pelayanan medicolegal serta pemulihan dan

pendampingan psikososial.

RSUD Tugurejo Kota Semarang telah melaksanakan upaya

pemulihan sesuai dengan ketentuan tersebut, pada pelaksanaan

pemulihan fisik diwujudkan dengan adanya pelayanan kesehatan

bagi korban KDRT dimulai dari pelayanan di IGD, kemudian

pelayanan di poli klinik sebagai bentuk perawatan rawat jalan,

pelayanan di bangsal sebagai bentuk perawatan rawat inap telah

dilaksanakan oleh RSUD Tugurejo Kota Semarang

menggunakan anggaran Pemerintah Daerah.

2) Bentuk Pengaturan Secara Khusus

Adapun bentuk pengaturan pelaksanaan peran tenaga

kesehatan dalam penanganan KDRT dapat diuraikan sebagai

berikut :

a) Berdasarkan SK Direktur RSUD Tugurejo Nomor

218/SK/RSUDT/XI/2010 Tentang Pemberlakuan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2010. RSUD Tugurejo

diwajibkan untuk membentuk tim PPKPA. Berdasarkan

ketentuan tersebut maka individu yang telah ditunjuk sebagai
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tim tersebut harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan

peraturan tersebut, adapun tugas dan fungsi dari tim PPKPA

adalah melindungi korban dari pelaku dan upaya bunuh diri,

melaporkan kekerasan pada pihak berwenang sesuai dengan

persetujuan korban dan keluarga, menyediakan penanganan

medis yang mencukupi serta dukungan psikososial, merujuk ke

lembaga lain untuk penanganan dan pendampingan paripurna.

b) Guna melaksanakan tugas tim PPKPA sebagai penyedia

penanganan medis dan memberikan dukungan psikososial maka

Direktur rumah sakit membuat Surat Keputusan Direktur Nomor

HK.03.05/VII/3/220/2010 Tentang Pembentukan dan

Pemberlakuan Struktur Organisasi RSUD Tugurejo Kota

Semarang maka ditentukan kewajiban tim PPKPA dalam

melaksanakan penanganan korban KDRT antara lain :

i. Melaksanakan informed consent pada setiap tindakan

ii. Konseling

iii.Pemeriksaan fisik

iv. Pemeriksaan penunjang

v. Pemeriksaan status mental

vi. Pencatatan / pendokumentasian

vii. Pendampingan korban

viii. Pengobatan

ix. Home visit

x. Rujukan

xi. Pembuatan visum et repertum

xii. Pembuatan visum et psikiatrium
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xiii. Monitoring dan evaluasi

c) Berdasarkan ketentuan tersebut maka Direktur rumah sakit

bersama dengan tim PPKPA menentukan kebijakan operasional

pelaksanaan pelayanan penanganan korban KDRT dalam bentuk

Standar Prosedur Operasional yang diwujudkan dengan adanya :

i. Standar Prosedur Operasional penerimaan pasien KDRT

dengan nomor dokumen 311/SOP/RSUDT/2010 Tentang

Alur Penerimaan Pasien KDRT

ii. Standar Prosedur Operasional pemeriksaan fisik dengan

nomor dokumen 313/SOP/RSUDT/2010 Tentang Protap

Pemeriksaan Fisik

iii.Standar Prosedur Operasional pemeriksaan penunjang dengan

nomor dokumen 314/SOP/RSUDT/2010 Tentang Protap

Pemeriksaan Penunjang Diagnosa

iv. Standar Prosedur Operasional pemeriksaan status mental

dengan nomor dokumen 315/SOP/RSUDT/2010 Tentang

Kesehatan Jiwa

v. Standar Prosedur Operasional informed consent dengan

nomor dokumen 333/SOP/RSUDT/2011 Tentang Informed

Consent

vi. Standar Prosedur Operasional konseling dengan nomor

dokumen 312/SOP/RSUDT/IRJA/2011 Tentang Pedoman

Konseling Korban KDRT
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vii. Standar Prosedur Operasional pembuatan rekam medis

dengan nomor 318/SOP/RSUDT/2010 Tentang Penyusunan

dan Pembuatan Dokumen Rekam Medis

viii. RSUD Tugurejo Kota Semarang tidak melayani pelayanan

home visit.

ix. Standar Prosedur Operasional rujukan dengan nomor

dokumen 401/SOP/RSUDT/2010 Tentang Rujukan

x. Standar Prosedur Operasional visum et repertum dengan

nomor dokumen 405/SOP/RSUDT/2010 Tentang SOP Visum

Et Repertum

xi. Standar Prosedur Operasional visum et psikiatrium dengan

nomor dokumen 406/SOP/RSUDT/2010 Tentang SOP Visum

Et Psikiatrium.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan di atas

dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut mengandung unsur nilai

keadilan, nilai kemanfaatan hukum dan nilai kepastian hukum. Nilai

keadilan dalam peraturan ini terkait dengan pemenuhan atas hak

kesehatan bagi korban KDRT dalam mendapatkan akses pelayanan

kesehatan tanpa adanya diskriminasi. Nilai kemanfaatan dalam

peraturan ini terkait dengan upaya penurunan kejadian kekerasan

dalam rumah tangga pada perempuan dengan menurunkan dan



98

meniadakan penambahan angka kesakitan akibat KDRT serta

meniadakan kematian akibat kejadian KDRT.48

Nilai kepastian hukum dalam regulasi ini yang berkaitan dengan

pemenuhan hak pasien korban KDRT untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan adalah hukum merujuk pada jaminan terhadap korban

KDRT untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Artinya dengan

kepastian hukum , hukum yang berisi keadilan dan norma – norma

yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan

yang benar-benar ditaati.49

3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Tenaga

Kesehatan dalam Menangani Korban KDRT di Rumah Sakit

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ketua tim

PPKPA, dokter tim PPKPA, perawat tim PPKPA, bidan tim PPKPA dan

lima orang pasien korban KDRT di RSUD Tugurejo Kota Semarang,

terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaan peran

tenaga kesehatan dalam menangani korban KDRT yaitu :

a. Faktor Pendukung

1) Fasilitas kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat memberikan

penanganan bagi korban KDRT menjadi faktor pendukung dalam

upaya penanganan korban KDRT. Hal tersebut sejalan dengan

kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan

48Amir Syaifudin, Op.cit , hal : 35
49Ahmad Ali, Op.cit, hal : 34
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kesehatan yang diatur pada Pasal 34 UUD 1945. RSUD Tugurejo

merupakan rumah sakit daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah

untuk memberikan pelayanan kepada korban KDRT di lingkup

Kota Semarang.

2) Kebijakan internal rumah sakit

Adanya kebijakan internal rumah sakit yang mengatur

pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban KDRT menjadi

faktor pendukung pada pelaksanaan peran tenaga kesehatan dalam

penanganan korban KDRT. Karena dengan adanya ketentuan

tersebut maka penanganan korban KDRT dapat dilaksanakan

secara lengkap dan sistematis sesuai dengan standar prosedur

pelayanan yang ditetapkan. Adanya standar pelayanan juga

memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sesuai

dengan hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan

hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.

3) Sumber daya bidang kesehatan

Adanya sumber daya bidang kesehatan menjadi faktor pendukung

pelaksanaan peran tenaga kesehatan dalam penanganan korban

KDRT. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi:

Sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,
perbekalan kesehatan, sediaan farmasi , alat kesehatan dan
tekonologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah.
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah telah

memberikan sumber daya bidang kesehatan berupa : penyediaan

tenaga kesehatan yang berkompeten dalam penanganan korban

KDRT yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat,

menyediakan dana pelayanan melalui APBD bagi korban KDRT

sehingga pelayanan tersebut tidak di pungut biaya, pemerintah

menyediakan obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan

kesehatan bagi korban KDRT.

b. Faktor Penghambat

1) Sarana dan prasarana

Tidak lengkapnya sarana dan prasarana berupa :

a) Tidak adanya kendaraan untuk mobilisasi penyuluhan ke

pabrik-pabrik atau pertemuan PKK terkait dengan konseling

tentang KDRT.

b) Tidak adanya alat peraga, edukasi , poster serta brosur terkait

dengan tersedianya pelayanan kesehatan bagi korban KDRT di

RSUD Tugurejo, sehingga masyarakat tidak mengetahui

bahwa RSUD Tugurejo dapat menangani korban KDRT.

c) Tidak adanya prosedur pemeriksaan skala nyeri menjadikan

keluhan nyeri pada pasien sering diabaikan sehingga hak

pasien untuk terbebas dari rasa nyeri tidak terpenuhi
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Hal yang telah diuraikan tersebut menjadi faktor penghambat

pelaksanaan peran tenaga kesehatan dalam penanganan korban

KDRT.

2) Pasien tidak membuka diri

KDRT seringkali dianggap sebagai aib dalam masyarakat

sehingga kejadiannya sering ditutupi, ditambah dengan adanya

rasa takut kepada pasangan sebagai pelaku KDRT membuat

pasien tidak membuka diri mengenai keadaan yang mereka hadapi

sehingga diperlukan adanya pendampingan bagi korban KDRT,

berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hanya satu orang

pasien yang datang sendiri ke rumah sakit, sehingga diketahui

bahwa pasien cenderung tertutup dan membutuhkan

pendampingan  untuk bisa terbuka atas permasalahannya. Hal

tersebut menjdai faktor penghambat pelaksanaan peran tenaga

kesehatan dalam penanganan korban KDRT.




